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ABSTRAK 

Pasca perang Afghanistan dan penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 

2021, budaya patriarki yang dominan di Afghanistan telah diperburuk oleh rezim 

Taliban, yang secara signifikan membatasi peran dan hak perempuan dalam 

masyarakat. Penelitian ini menganalisis upaya UN Women dalam mendorong 

implementasi poin ke-5 SDGs (Kesetaraan Gender) di Afghanistan periode 2021-

2025 dengan menggunakan teori Organisasi Internasional dari Jutta Joachim, Bob 

Reinaldi, dan Bertjan Verbeek. UN Women menerapkan tiga pendekatan utama; 

pendekatan normatif (advokasi norma internasional), pendekatan manajerial 

(program pemberdayaan dan kerja sama lokal), serta pendekatan enforcement 

(naming and shaming atas kebijakan diskriminatif Taliban). Melalui analisis 

kualitatif terhadap dokumen resmi, laporan PBB, dan sumber berita, penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun dibatasi kondisi politik, strategi UN Women efektif 

menjaga isu gender tetap menjadi agenda global dan memberikan bantuan nyata 

bagi perempuan Afghanistan. 

Kata-kata kunci: Afghanistan, Implementasi Organisasi Internasional, 

Perempuan, SDGs Poin 5, Taliban, UN Women. 

  

ABSTRACT 

Following the war in Afghanistan and the withdrawal of US troops in 2021, the 

dominant patriarchal culture in Afghanistan has been exacerbated by the Taliban 

regime, which significantly limits the role and rights of women in society. This study 

analyzes UN Women's efforts to promote the implementation of SDG 5 (Gender 

Equality) in Afghanistan during the 2021-2025 period using the International 

Organization theory of Jutta Joachim, Bob Reinaldi, and Bertjan Verbeek. UN 

Women implemented three main approaches; a normative approach (advocacy for 

international norms), a managerial approach (empowerment programs and local 

cooperation), and an enforcement approach (naming and shaming of the Taliban's 

discriminatory policies). Through qualitative analysis of official documents, UN 

reports, and news sources, the study shows that despite political constraints, UN 

Women's strategy has been effective in keeping gender issues on the global agenda 

and providing tangible assistance to Afghan women. 

Keywords: Afghanistan, International Organization Implementation, SDGs 5, 

Taliban, UN Women, Women. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perang merupakan suatu konflik berskala besar yang dilakukan 

menggunakan senjata, akibat konflik yang terjadi antara manusia ataupun negara, 

dan mengakibatkan kesengsaraan serta kerugian (el-Saha 2023). Perang yang 

terjadi di Afghanistan, meliputi Amerika Serikat dan Taliban, terjadi sejak tahun 

2001 hingga 2021, yang dimulai oleh AS dengan tujuan untuk memerangi 

kelompok terorisme (BBC 2021). 

Setelah penarikan pasukan Amerika Serikat pada tahun 2021 atau pasca 

perang Afghanistan, situasi sosial dan politik di Afghanistan mengalami perubahan 

yang sangat drastis (BBC News Indonesia 2021). Perubahan tersebut ditandai 

dengan kembalinya Taliban sebagai penguasa utama Afghanistan, yang secara 

signifikan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kondisi 

perempuan. Pada masa pasca-perang, ketidaksetaraan gender yang dialami 

perempuan semakin nyata dan sistematis. Pembatasan terhadap perempuan terlihat 

jelas, salah satunya ketika peringatan Hari Perempuan Internasional, di mana 

Taliban memberlakukan kebijakan yang menyebabkan sebagian besar perempuan 

dan anak perempuan terkurung di dalam rumah mereka. Pernyataan PBB 

menegaskan bahwa kebijakan tersebut secara efektif melarang perempuan untuk 

keluar rumah, hal ini merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Lebih lanjut, 

PBB menyatakan bahwa perempuan dan anak perempuan di Afghanistan telah 

kehilangan berbagai hak dasar mereka, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, 

dan partisipasi dalam ruang publik (VOA 2023). 
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Perempuan mengalami penderitaan akibat diskriminasi. Diskriminasi ini 

meliputi berbagai sektor, termasuk pendidikan. Di wilayah yang terpengaruh oleh 

konflik, akses perempuan terhadap pendidikan sangat terbatas karena adanya 

keamanan yang buruk, kurangnya fasilitas, dan norma sosial yang membatasi 

partisipasi mereka (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022). Selain itu, perempuan juga 

menghadapi berbagai kondisi kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, 

pelecehan seksual, perdagangan manusia, pemerkosaan, dan pernikahan anak. 

Kelompok bersenjata dan milisi yang terlibat dalam konflik sering kali melakukan 

kekerasan terhadap perempuan dan merendahkan martabat mereka. Konflik dan 

ketidakstabilan di Afghanistan juga membatasi akses perempuan terhadap 

pelayanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi yang sangat riskan (Kelly 

2024). Kondisi ini menyebabkan ruang gerak dan implementasi program organisasi 

internasional, termasuk UN Women, menjadi sangat terbatas. 

UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women) adalah badan PBB yang didirikan pada tahun 2010 

dengan mandat untuk mempercepat kemajuan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan di seluruh dunia (UN Women, n.d.). Dalam konteks 

Afghanistan, UN Women berupaya mengatasi ketidaksetaraan gender melalui 

berbagai program dan inisiatif yang berfokus pada pencegahan dan penanganan 

kekerasan, perlindungan hak-hak perempuan, penguatan kepemimpinan, serta 

pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan. Program-program tersebut dirancang 

selaras dengan prioritas nasional Afghanistan pada periode sebelum 2021 dan 

terintegrasi dengan agenda pembangunan internasional, khususnya Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDGs Poin ke-5 yang menekankan 
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pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan seluruh perempuan (Rumadaul 

2017, 64; SDGs, n.d.). 

Sebelum kembalinya Taliban pada tahun 2021, kondisi perempuan di 

Afghanistan relatif lebih terbuka dibandingkan periode sesudahnya. Sejak jatuhnya 

rezim Taliban pertama pada tahun 2001, perempuan memperoleh pengakuan formal 

sebagai subjek hak dan memiliki ruang legal serta institusional untuk berpartisipasi 

dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, meskipun masih 

menghadapi tantangan berupa budaya patriarki, kekerasan berbasis gender, dan 

ketimpangan akses antarwilayah (Azoulay 2025). Afghanistan juga menunjukkan 

komitmen terhadap SDGs sejak tahun 2015 dengan mengintegrasikannya ke dalam 

strategi pembangunan nasional (SDGs 2015). 

Namun, perubahan struktur kekuasaan pasca perang pada tahun 2021 

membawa dampak signifikan terhadap implementasi agenda kesetaraan gender. 

Kembalinya Taliban tidak hanya menghentikan kemajuan yang telah dicapai 

sebelumnya, tetapi juga secara sistematis menolak norma internasional yang 

menjadi dasar SDGs, khususnya SDGs Poin ke-5 (UN Women n.d.). SDGs Poin 

ke-5 secara langsung bertentangan dengan ideologi Taliban dan menjadi indikator 

paling jelas dari kemunduran hak perempuan pasca perang. Dalam periode 2021-

2025, pembatasan terhadap perempuan menjadi kebijakan sistemik jangka 

menengah, sehingga UN Women kehilangan mitra negara yang kooperatif dan 

tidak lagi dapat mengimplementasikan agenda kesetaraan gender melalui 

mekanisme formal berbasis negara. Dalam kondisi tersebut, UN Women menjadi 

aktor paling relevan untuk dikaji karena perannya sebagai aktor normatif dan 

manajerial yang berupaya mempertahankan relevansi SDGs Poin ke-5 di bawah 
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rezim yang menolak nilai kesetaraan gender, sekaligus menciptakan konteks 

ekstrem untuk menguji efektivitas implementasi norma internasional oleh 

organisasi internasional tanpa dukungan negara (United Nations 2015). 

Strategic Note UN Women di Afghanistan merupakan dokumen 

perencanaan strategis resmi yang menjadi pedoman arah kerja, prioritas program, 

dan strategi advokasi UN Women dalam suatu periode tertentu (UN Women n.d.). 

Strategic Note Afghanistan 2014-2022 disusun dalam konteks sebelum kembalinya 

Taliban, dengan fokus pada pembangunan jangka panjang dan penguatan institusi 

negara, sejalan dengan komitmen pemerintah Afghanistan terhadap SDGs, 

khususnya SDGs Poin ke-5 tentang kesetaraan gender (UN Women n.d.). Namun, 

pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021 mengubah secara 

drastis kondisi politik dan sosial Afghanistan, sehingga periode 2021-2022 menjadi 

fase transisi politik dan krisis kemanusiaan. Pada fase ini, pembatasan terhadap 

perempuan diberlakukan secara bertahap, mulai dari larangan pendidikan 

menengah pada 2021, pembatasan kerja dan akses ruang publik pada 2022, hingga 

pelarangan perempuan bekerja di lembaga swadaya masyarakat dan badan PBB 

pada 2023 (BBC News Indonesia 2021; BBC News Indonesia 2024). Kebijakan-

kebijakan tersebut secara langsung melemahkan kerangka pembangunan dan 

agenda kesetaraan gender yang telah dirancang sebelumnya. 

Dalam menghadapi kondisi pasca perang 2021-2025, UN Women tetap 

menegaskan komitmennya untuk mendorong implementasi SDGs Poin ke-5 

dengan memprioritaskan perlindungan hak, peran, dan suara perempuan, serta 

integrasi perspektif gender dalam respons krisis dan bantuan kemanusiaan (Ainiyah 

2025). Komitmen ini kemudian dilembagakan dalam Strategic Note Afghanistan 
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2023-2025 sebagai dokumen pembaruan strategis yang menandai pergeseran 

pendekatan UN Women dari agenda pembangunan jangka panjang menuju strategi 

perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan di bawah rezim yang represif 

(UN Women 2023). Implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui program-

program yang berfokus pada kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan 

penguatan kepemimpinan perempuan, sebagai upaya mempertahankan peran sosial 

dan ekonomi perempuan Afghanistan dalam kondisi keterbatasan struktural 

(United Nations 2023). 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji 

bagaimana upaya UN Women dalam mendorong implementasi SDGs Poin ke-5 

tentang kesetaraan gender di Afghanistan pasca perang selama periode 2021-2025. 

Periode ini dipilih karena mencakup fase transisi pasca-penarikan pasukan AS, 

kembalinya Taliban sebagai otoritas de facto, serta kemerosotan hak-hak 

perempuan yang paling tajam dan berkelanjutan hingga tahun 2025. Tinjauan 

terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian tentang implementasi 

SDGs Poin ke-5 di Afghanistan masih didominasi oleh periode sebelum 2021, 

sehingga terdapat celah penelitian (research gap)  terkait peran UN Women pasca-

Taliban. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis strategi, program, dan 

tantangan UN Women dalam mempertahankan agenda kesetaraan gender di tengah 

krisis politik, kemanusiaan, serta pembatasan sistematis terhadap perempuan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 

SDGs pasca perang Afghanistan periode 2021-2025?   
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1.3  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan latar 

belakang dan rumusan masalah di atas sebagai berikut: 

1. Untuk menggambarkan kondisi perempuan pasca perang Afghanistan dan 

pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban di Afghanistan pada periode 2021-

2025 

2. Untuk menjelaskan implementasi poin ke-5 SDGs yang sudah dilakukan 

oleh UN Women terhadap perempuan di Afghanistan pasca perang 

Afghanistan 2021-2025 

1.4  Cakupan penelitian 

Penelitian ini membatasi kajian pada upaya UN Women dalam mendorong 

implementasi SDGs, khususnya SDGs Poin ke-5 tentang kesetaraan gender, di 

Afghanistan pasca pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada tahun 2021. 

Pemilihan UN Women didasarkan pada posisinya sebagai badan PBB dengan 

mandat utama dalam isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta 

perannya sebagai aktor normatif dan manajerial dalam mempromosikan dan 

mempertahankan norma kesetaraan gender di tingkat internasional. SDGs Poin ke-

5 dipilih karena merupakan tujuan pembangunan yang paling terdampak dan paling 

secara langsung ditolak oleh kebijakan Taliban, sehingga menjadi indikator paling 

jelas dari kemunduran hak perempuan pasca perang (UN Women, n.d.). 

Penelitian ini berfokus pada periode 2021-2025 sebagai fase perubahan 

signifikan dalam dinamika politik dan sosial Afghanistan pasca kembalinya 

Taliban. Strategic Note Afghanistan 2014-2022 disusun sebelum Taliban berkuasa 

dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang melalui penguatan institusi 
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negara, namun pengambilalihan kekuasaan pada 2021 menjadikan periode 2021-

2022 sebagai masa transisi politik dan krisis kemanusiaan yang memaksa UN 

Women mengalihkan pendekatan dari pembangunan menuju respons darurat. 

Kondisi ini mendorong disusunnya Strategic Note Afghanistan 2023-2025 sebagai 

pembaruan strategi yang menekankan perlindungan dan pemenuhan hak dasar 

perempuan di bawah pembatasan sistematis. Oleh karena itu, rentang waktu 2021-

2025 dinilai paling relevan untuk menganalisis strategi adaptif UN Women dalam 

mendorong kesetaraan gender tanpa dukungan mitra negara yang kooperatif. 

1.5  Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin 

ke-5 SDGs terkait ketidaksetaraan gender pasca perang Afghanistan 2021 dapat 

dikaitkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas topik serupa. 

Beberapa penelitian yang relevan mencakup; 

Jurnal yang ditulis oleh Zhafarina Shamimi, Najamuddin Khairur Rijal, 

Mohd. Agoes Aufiya pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas UN Women 

Meningkatkan Gender Equality di Afghanistan dalam Pelaksanaan Afghanistan 

Sustainable Development Goals (ASDG’s)”. Di dalam jurnal ini menjelaskan upaya 

UN Women tentang efektivitas dalam meningkatkan kesetaraan gender di 

Afghanistan melalui implementasi Afghanistan Sustainable Development Goals 

(A-SDGs) (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022). Mereka juga menggambarkan kasus 

diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan dan menguraikan bagaimana UN 

Women efektif dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan di 

Afghanistan. Terdapat kesamaan subjek penelitian antara jurnal ini dengan 

penelitian penulis yang mana keduanya sama-sama mengangkat UN Women 
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sebagai subjek pembahasan, namun memiliki perbedaan dari segi objek 

pembahasannya. Jurnal ini mengangkat Afghanistan sebagai objeknya, sedangkan 

penelitian penulis mengangkat pasca perang Afghanistan dengan poin ke-5 SDGs 

sebagai objek penelitiannya. Output keduanya juga akan jelas berbeda, walaupun 

negara yang dibahas sama akan tetapi hasil yang dijelaskan tentu berbeda 

(Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022). 

Jurnal yang kedua ditulis oleh Lisa Ikhsana, Eka Imroatun Khasanah pada 

tahun 2020 dengan judul “The Urgency of Guaranteeing the Protection of Women’s 

Rights in Afghanistan Post-Taliban Leadership Based on International Human 

Rights Principles”. Jurnal ini membahas kepentingan mendesak dalam menjamin 

perlindungan hak-hak perempuan di Afghanistan setelah kepemimpinan Taliban, 

dengan mengacu pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional (Ikhsana 

and Khasanah 2020). Banyak pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap 

perempuan di Afghanistan, seperti pembatasan akses pendidikan dan larangan 

bekerja. Masalah ini menarik perhatian dunia karena dianggap melanggar prinsip-

prinsip HAM internasional, termasuk prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi, 

dan prinsip kewajiban negara. Banyak negara di dunia mengungkapkan 

kekhawatiran mereka terhadap konflik ini dalam forum-forum dan organisasi dunia, 

seperti PBB dan UN Women. Jurnal ini juga menggambarkan stigma negatif yang 

dialami perempuan dan dampak paradigma patriarki terhadap pembatasan 

kebebasan dan kesempatan perempuan. Membantu penulis untuk mengembangkan 

dan menganalisis upaya UN Women dalam perlindungan hak-hak perempuan pada 

saat kepemimpinan Taliban (Ikhsana and Khasanah 2020). 
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Selanjutnya Judul dari buku yang diterbitkan oleh UN Women yaitu 

“Apakah Hukum Kita Meningkatkan Kesetaraan Gender? Buku Pegangan untuk 

Tinjauan Hukum Berbasis CEDAW” yang ditulis oleh Rea Abada Chiongson 

(Chiongson 2010). Buku ini merupakan panduan yang berfokus pada evaluasi dan 

analisis hukum yang berkaitan dengan kesetaraan gender, buku ini diterbitkan oleh 

UN Women. Buku ini menjelaskan upaya negara-negara di wilayah Asia Tenggara 

dalam mengesahkan undang-undang yang menetapkan standar kesetaraan gender 

dan melarang diskriminasi terhadap perempuan. Banyak undang-undang 

diskriminatif terhadap perempuan telah dihilangkan dan undang-undang baru yang 

memajukan hak-hak perempuan dan melawan kekerasan berbasis gender telah 

diadopsi. UN Women telah mendukung advokasi kesetaraan gender dengan 

melakukan tinjauan hukum terhadap undang-undang nasional agar sejalan dengan 

CEDAW (Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan) dan mengupayakan reformasi hukum yang memajukan kesetaraan 

gender. Buku ini menyediakan panduan praktis dan langkah-langkah untuk 

melakukan tinjauan kritis terhadap undang-undang negara berdasarkan prinsip-

prinsip CEDAW. Buku ini ditujukan untuk dapat membantu penulis dalam upaya 

memperjuangkan advokasi hak-hak perempuan yang berupaya mengakhiri 

diskriminasi terhadap perempuan baik dalam hukum maupun kehidupan sehari-hari 

(Chiongson 2010). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dengan jurnal/buku yang sudah dipaparkan. Penelitian 

penulis melakukan analisis terbaru terkait menganalisis upaya yang dilakukan UN 

Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pasca perang Afghanistan 
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2021 untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan di Afghanistan. Selain itu, 

penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas poin SDGs ke-5 hal 

ini yang membuat topik penelitian ini ditujukan untuk memberikan pembaruan 

analisis terhadap Afganistan pasca perang berakhir dan Taliban kembali berkuasa. 

1.6  Kerangka Pemikiran 

Penulis akan meneliti mengenai upaya yang dilakukan oleh UN Women 

dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pada tahun 2021-2025 di 

Afghanistan, dengan menggunakan teori organisasi internasional yang 

dikembangkan oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek dalam 

konteks buku “International Organization and Implementation”. Setelah era 

globalisasi, organisasi internasional menjadi salah satu aktor utama dalam politik 

dunia yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan 

keputusan dalam berbagai peristiwa internasional melalui pelaksanaan kebijakan 

yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk 

aturan atau regulasi, pengesahan undang-undang, serta pembentukan lembaga baik 

di tingkat domestik maupun internasional (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). 

Dalam buku Jutta Jochim, implementasi (implementation) merupakan 

proses dinamis yang berfokus pada tindakan nyata yang dilakukan atau gagal 

dilakukan oleh pejabat negara dalam memenuhi perjanjian internasional, tidak 

hanya sebatas kepatuhan formal, tetapi juga sejauh mana kebijakan benar-benar 

diterjemahkan ke dalam praktik. Proses ini melibatkan mobilisasi sumber daya dari 

berbagai aktor, termasuk organisasi internasional dan aktor non-negara, sehingga 

organisasi internasional tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga dapat 

terlibat langsung ketika negara mengalami keterbatasan kapasitas atau kemauan 
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politik. Implementasi juga dapat menghasilkan dampak yang disengaja maupun 

tidak disengaja, serta membuka ruang bagi aktor-aktor yang tidak puas untuk 

memengaruhi isi kebijakan pada tahap pelaksanaan, sehingga menimbulkan 

tantangan bagi pihak-pihak yang mendukung kebijakan tersebut dalam memastikan 

bahwa kesepakatan internasional dijalankan sesuai tujuan awalnya (Joachim, 

Reinalda, and Verbeek 2008, 6-7). 

UN Women merupakan organisasi internasional yang memiliki mandat 

untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, teori organisasi 

internasional yang digunakan dalam penelitian ini relevan untuk menganalisis 

upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs di 

Afghanistan. Dalam kerangka teori ini, terdapat tiga pendekatan utama dalam 

implementasi, yaitu pendekatan enforcement (enforcement approach), pendekatan 

manajerial (management approach), dan pendekatan normatif (normative 

approach) (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 9). 

Tabel 1. Tiga Pendekatan dalam mengimplementasikan Organisasi 

Internasional 

Pendekatan Pendekatan 

enforcement 

 (enforcement approach) 

Pendekatan 

Manajerial 

(management 

approach) 

Pendekatan 

Normatif 

(normative 

approach) 

Metode 

Naming and Shaming:  

 

Pelabelan dan 

mempermalukan, yaitu 

menilai berdasarkan 

pelaporan negara, komite 

ahli, inspeksi, atau 

laporan NGO. 

Monitoring: 

 

Melakukan 

pengawasan 

berdasarkan 

pelaporan negara, 

komite ahli, 

inspeksi, atau 

laporan NGO. 

Menekankan 

pada otoritas 

dan legitimasi 

Sanctions (Sanksi): 

 

Capacity building 

and problem 
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Memberikan sanksi, 

berupa sanksi ekonomi 

atau sanksi militer, 

ajudikasi finansial atau 

penyebutan nama dan 

dipermalukan 

solving 

(Peningkatan 

kapasitas dan 

penyelesaian 

masalah): 

 

Melalui saran ahli, 

penafsiran 

peraturan, bantuan 

keuangan atau 

teknis 

 

Sumber:  International Organization and Implementation (Joachim, Reinalda, 

and Verbeek 2008). 

 

Pertama pendekatan enforcement (enforcement approach) ini bersifat 

memaksa, pendekatan ini menjelaskan kepatuhan terhadap sebuah perjanjian 

internasional melalui cara yang memaksa. Di dalam nya menggunakan strategi 

hukuman dengan menekan negara yang merupakan aktor yang terikat pada sebuah 

perjanjian untuk dapat melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati bersama 

dengan baik, jika tidak akan menerima hukuman seperti dipermalukan dan 

mendapatkan sanksi ekonomi dan militer. Terdapat dua metode dalam pendekatan 

ini yaitu naming and shaming dan sanksi. Dengan demikian, organisasi 

internasional tidak selalu memiliki kekuatan penuh untuk menjatuhkan sanksi 

secara langsung, karena keberhasilan implementasi dan kepatuhan negara sangat 

bergantung pada adanya unsur paksaan (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 8-

9). 

Selanjutnya, pendekatan manajerial (management approach) bersifat lebih 

terbuka, dan tidak memaksa bahkan pendekatan ini lebih menekankan pada 

penyelesaian masalah (problem solving), pengembangan kapasitas (capacity 

building), dan interpretasi aturan serta transparansi (monitoring). Cara yang 
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dilakukan dalam pendekatan ini yaitu melakukan pengawasan dengan basis data 

dari laporan pemerintah, komite khusus, dan laporan NGO. Pendekatan ini juga 

sebagai pemecahan suatu masalah dengan cara melalui saran ahli, penafsiran 

aturan, dan pemberian bantuan secara keuangan maupun teknis. Terdapat aktor 

dalam pendekatan ini yaitu pemerintah negara sasaran, masyarakat sipil, organisasi 

non-pemerintah, badan-badan PBB lainnya, partai politik, dan media. Pendekatan 

ini membayangkan bahwa organisasi internasional berperan dalam mendukung 

peningkatan kapasitas negara (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 10-11). Cara 

kerja pada pendekatan ini adalah dengan mengawasi dan bekerja sama bersama 

beberapa aktor, pendekatan ini dapat dikelola, dan sifatnya transparan. 

Dan yang terakhir yaitu pendekatan normatif (normative approach) bersifat 

dengan landasan pada kepercayaan. Menyatakan juga bahwa organisasi 

internasional dapat mempengaruhi negara agar dapat mematuhi perjanjian 

internasional yang sudah disepakati bersama karena memiliki otoritasnya sendiri. 

Menurut pendekatan ini argumen yang masuk akal lebih baik digunakan sehingga 

negara akan terbujuk untuk bisa memenuhi komitmen internasional mereka 

dibandingkan harus memaksa. Sehingga pendekatan normatif ini menjelaskan 

bahwasanya secara nyata organisasi internasional ini dianggap rasional dan tidak 

berat sebelah (memihak) kepada siapapun. Terdapat dua metode dalam pendekatan 

ini yaitu otoritas dan legitimasi (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11-12). 

Penulis akan menggunakan ketiga pendekatan tersebut untuk menganalisis 

upaya UN Women dalam mendorong implementasi poin ke-5 SDGs pasca perang 

Afghanistan 2021-2025. Ketiga pendekatan tersebut tidak dilihat sebagai pesaing, 

melainkan sebagai pelengkap satu sama lain dan penting untuk dianalisis 



14 

 

bagaimana pendekatan tersebut saling berinteraksi dan saling menguatkan. Pada 

pendekatan normatif (normative approach), UN Women mengacu pada norma 

kesetaraan gender sebagai landasan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan 

dan membangun otoritas serta legitimasi di Afghanistan, yang merupakan negara 

konflik. Meskipun bersikap netral dan tidak memaksa negara untuk mematuhi 

perjanjian internasional, UN Women mampu memengaruhi pemerintah agar tetap 

berkomitmen menjalankan perjanjian tersebut melalui otoritas dan legitimasi yang 

dimilikinya, dengan tujuan utama memperjuangkan hak-hak perempuan. 

Kemudian pada pendekatan manajerial (management approach) UN 

Women dapat mengimplementasi program yang sesuai dengan norma kesetaraan 

gender, hal ini melalui metode penyelesaian masalah (problem solving), 

pengembangan kapasitas (capacity building), dan interpretasi aturan serta 

transparansi (monitoring). Pendekatan manajerial pengelolaannya bersifat terbuka 

dan melibatkan keterlibatan aktor lain atau pihak ketiga untuk memainkan peran 

penting dalam pemenuhan kewajiban internasional suatu negara. Hal ini karena 

para aktor tersebut dapat memberikan bantuan teknis dan finansial kepada negara-

negara yang bersangkutan untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya seperti 

yang dilakukan oleh UN Women kepada Afghanistan. Dan pendekatan enforcement 

(enforcement approach) menggunakan salah satu metode nya yaitu naming and 

shaming. UN Women menerapkan strategi naming and shaming terhadap Taliban 

dengan menyebut secara eksplisit kebijakan diskriminatif yang dilakukan, 

mempublikasikan pelanggaran hak perempuan, serta mengangkat isu tersebut ke 

forum internasional. Strategi ini bertujuan mencegah normalisasi internasional 
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terhadap rezim tersebut, meskipun tidak secara langsung mengubah kebijakan 

domestik Taliban. 

Menurut Jutta Joachim, implementasi oleh organisasi internasional 

merupakan proses normatif dan politis untuk menerjemahkan serta 

mempertahankan norma internasional melalui otoritas dan legitimasi, bukan 

melalui paksaan negara (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11-12). Dalam 

kerangka ini, SDGs bersifat hybrid, yaitu ditetapkan secara top-down sebagai 

standar normatif global, tetapi diimplementasikan secara bottom-up melalui 

keterlibatan aktor negara dan non-negara. UN Women, dalam relasi tersebut, 

berperan sebagai aktor normatif dan manajerial yang menjembatani SDGs Poin ke-

5 dengan konteks domestik Afghanistan. Ketika jalur implementasi top-down 

terhalang akibat penolakan Taliban terhadap norma kesetaraan gender pasca 2021, 

UN Women beralih memperkuat strategi normatif dan manajerial berbasis bottom-

up guna menjaga keberlangsungan norma kesetaraan gender meskipun berada di 

bawah tekanan politik otoritas pusat. 

1.7  Argumen Sementara 

Berdasarkan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Jutta 

Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Verbeek, UN Women menegaskan perannya 

sebagai organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan dan pemajuan 

hak-hak perempuan di Afghanistan pasca perang 2021. Dalam menjalankan mandat 

tersebut, UN Women menerapkan tiga pendekatan utama secara bersamaan, yaitu 

pendekatan normatif, manajerial, dan enforcement, untuk mendorong kesetaraan 

gender sebagaimana tercantum dalam SDGs poin ke-5. 
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Pendekatan normatif digunakan UN Women untuk membangun otoritas dan 

legitimasi melalui penyebaran norma kesetaraan gender, mempengaruhi pihak yang 

berkuasa tanpa paksaan langsung. Pendekatan manajerial diwujudkan melalui kerja 

sama dengan berbagai aktor, termasuk lembaga PBB dan organisasi perempuan 

lokal, untuk meningkatkan kapasitas, koordinasi, serta pelaksanaan program 

pemberdayaan perempuan di tengah keterbatasan kondisi Afghanistan. 

Sementara itu, pendekatan enforcement diterapkan melalui strategi naming 

and shaming dengan menerbitkan laporan dan pernyataan resmi yang secara 

terbuka menyoroti kebijakan Taliban yang diskriminatif terhadap perempuan. 

Strategi ini bertujuan meningkatkan tekanan internasional dan mencegah 

normalisasi terhadap kebijakan tersebut. Meskipun belum mampu menghasilkan 

perubahan kebijakan domestik secara signifikan, ketiga pendekatan ini saling 

melengkapi dalam memperkuat peran UN Women, meskipun efektivitasnya sangat 

dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial Afghanistan yang tidak stabil pada 

periode 2021-2025. 

1.8  Metode Penelitian  

1.8.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif ini menggunakan tipe atau model penelitian deskriptif dengan analisis 

data berdasarkan buku, artikel, dan jurnal. Metode ini cukup relevan dalam analisis 

penulis dengan mengangkat kasus yang terjadi di Afghanistan. 

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah UN Women sebagai organisasi 

internasional dan implementasi poin ke-5 SDGs sebagai objek. Dalam hal ini 
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peneliti akan mengkaji serta menganalisis bagaimana upaya UN Women dalam 

mendorong implementasi poin ke-5 SDGs atau kesetaraan gender pasca perang 

Afghanistan 2021-2025. 

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan data 

sekunder yang dianggap valid dan sumber seperti jurnal, buku, artikel, media 

massa. Kemudian data yang telah diperoleh dikaji ulang untuk mendapatkan data 

yang sesuai serta dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini. 

1.8.4 Proses Penelitian 

Penulis melakukan studi pustaka dengan mencari referensi untuk dijadikan 

sebagai sumber bacaan, sumber penelitian, dan mengumpulkan data dari sumber 

yang valid untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Seperti sumber data langsung 

yang dipublikasikan oleh UN Women, kemudian penulis menganalisis dan 

menyusun hasil penelitian dalam bentuk penulisan skripsi.  

1.9  Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Pada Bab 1, penulis akan memberikan gambaran dasar mengenai topik yang 

akan dibahas. Dimulai dari latar belakang permasalahan dan ditutup oleh 

sistematika yang digunakan dalam penelitian. Hal ini akan membantu proses 

penguraian penelitian pada bab selanjutnya. 

Pada Bab 2, penulis akan menjelaskan kondisi perempuan di Afghanistan 

sejak Taliban kembali berkuasa, lalu kebijakan Taliban terhadap perempuan, serta 
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kapasitas UN Women dalam mendorong implementasi SDGs poin ke-5 melalui 

kapasitas organisasi, program yang akan dijalankan, dan norma yang diikuti oleh 

UN Women. 

Pada Bab 3, penulis akan menjelaskan upaya UN Women dalam mendorong 

implementasi poin ke-5 SDGs pasca perang Afghanistan 2021-2025. Menggunakan 

tiga pendekatan Jutta Joachim, yaitu pendekatan normatif, pendekatan manajerial, 

dan pendekatan enforcement. 

Bagian terakhir yaitu Bab 4, menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Dan memberikan 

rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.  
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BAB 2 

KONDISI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN: TANTANGAN, 

KEBIJAKAN DAN KAPASITAS UN WOMEN UNTUK MENERAPKAN 

SDGs POIN KE-5 

Budaya patriarki sering dianggap sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan 

sosial, sehingga ketimpangan gender kerap diterima sebagai bagian dari tatanan 

masyarakat. Di Afghanistan, kembalinya Taliban memperkuat struktur patriarki 

tersebut dan menjadikan rezim ini sebagai aktor utama dalam pemberlakuan 

kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan (Ikhsana and Khasanah 2020). 

Diskriminasi sistemik yang dialami perempuan menunjukkan bahwa norma dan 

perjanjian internasional tentang kesetaraan gender tidak berjalan efektif ketika 

negara menolak norma tersebut dan implementasinya tidak didukung oleh relasi 

yang kooperatif dengan organisasi internasional.  

2.1 Ketidaksetaraan Gender Perempuan dan Kebijakan Pemerintah di 

Afghanistan di Era Taliban  

Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021, 

setelah jatuhnya pemerintahan Republik Islam Afghanistan dan penarikan pasukan 

Amerika Serikat (Australian Government, n.d.). Sejak pengambilalihan tersebut, 

perempuan Afghanistan mengalami kemunduran sistematis dalam pemenuhan hak-

hak dasar, yang berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan 

politik mereka (Ekanoviarini and Wibowo 2022). Berbagai laporan dari organisasi 

internasional menunjukkan bahwa otoritas de facto Taliban menerapkan kebijakan 

yang secara langsung membatasi ruang hidup perempuan. Pembatasan tersebut 

mencakup pelarangan akses perempuan ke pendidikan menengah dan tinggi, 
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pembatasan partisipasi dalam dunia kerja, serta pembatasan kebebasan bergerak, 

termasuk kewajiban didampingi oleh mahram untuk bepergian ke luar rumah (UN 

Women 2022; UNAMA 2023).  

Selain itu, perempuan juga menghadapi pembatasan dalam mengakses 

layanan kesehatan, terutama ketika tenaga medis perempuan dibatasi, serta 

penghapusan partisipasi perempuan dalam proses politik dan pengambilan 

keputusan publik (Human Rights Watch 2023). Kebijakan-kebijakan tersebut tidak 

bersifat sesekali, melainkan diterapkan secara konsisten dan dilembagakan melalui 

dekrit dan praktik administratif Taliban, sehingga menciptakan pola diskriminasi 

berbasis gender yang sistemik. Dampaknya, perempuan Afghanistan hidup dalam 

kondisi ketidakpastian, keterasingan sosial, serta kerentanan ekonomi yang 

meningkat, yang secara kolektif memperkuat struktur patriarki yang telah lama 

mengakar dalam masyarakat Afghanistan (UN Women 2023). 

Pada masa pemerintahan Ashraf Ghani (Presiden Afghanistan ke-14, 

periode 2014-15 Agustus 2021), Afghanistan menunjukkan kemajuan bertahap 

dalam proses demokratisasi dan modernisasi, termasuk dalam peningkatan akses 

perempuan terhadap ruang publik. Sebelum 2021, sekitar 3,5 juta anak perempuan 

terdaftar di sistem pendidikan formal dan perempuan mencakup sekitar 33% 

mahasiswa pendidikan tinggi, serta terlibat dalam sektor publik seperti pendidikan, 

kesehatan, dan administrasi pemerintahan (World Bank 2020; UN Women 2021). 

Selain itu, perempuan memiliki representasi politik melalui keberadaan anggota 

parlemen dan lembaga negara yang menangani isu gender. 

Perubahan rezim pada Agustus 2021 menghentikan capaian tersebut secara 

signifikan. Sejak Taliban berkuasa sebagai otoritas pemerintahan de facto, 
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perempuan dan anak perempuan mengalami pembatasan sistematis terhadap hak-

hak dasar mereka. Laporan UN Women dan UNAMA menunjukkan bahwa lebih 

dari 80% anak perempuan usia sekolah menengah tidak lagi mengakses pendidikan, 

partisipasi perempuan dalam dunia kerja menurun drastis, dan tidak ada lagi 

keterwakilan perempuan dalam struktur pemerintahan maupun proses pengambilan 

keputusan publik (UN Women 2022; UNAMA 2023). Pembatasan mobilitas, 

kewajiban didampingi mahram, serta pembatasan terhadap tenaga kerja perempuan 

di sektor kesehatan turut memperparah kerentanan perempuan terhadap kekerasan 

dan diskriminasi berbasis gender. UN Women dalam berbagai laporan lanjutan 

menegaskan bahwa pembatasan terhadap perempuan tersebut tidak bersifat 

sementara, melainkan terus diberlakukan dan dipertahankan oleh Taliban hingga 

setidaknya tahun 2025, tanpa adanya indikasi pelonggaran kebijakan yang 

signifikan (UN Women 2024; UN Women 2025). 

Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kemunduran hak 

perempuan pasca-2021 bukan sekadar dampak transisi politik, melainkan refleksi 

dari struktur patriarki yang dilembagakan melalui kebijakan negara. Dengan 

menyingkirkan perempuan dari pendidikan, ekonomi, dan ruang publik, rezim 

Taliban memperkuat ketimpangan gender yang telah lama ada, namun kini menjadi 

lebih sistemik dan terinstitusionalisasi (UN Women 2023; UNDP 2023). 

Kondisi pembatasan sistematis terhadap perempuan di Afghanistan oleh 

otoritas de facto Taliban oleh sejumlah mekanisme PBB digambarkan sebagai 

bentuk “gender apartheid”, yaitu praktik penindasan, diskriminasi, dan pemisahan 

berbasis gender yang dilembagakan melalui kebijakan negara. Dalam berbagai 

pernyataan dan laporan, PBB menegaskan bahwa praktik tersebut berpotensi 
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memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, serta mendorong pengakuan 

gender apartheid sebagai kategori kejahatan internasional dalam hukum 

internasional (UN Human Rights Council 2023). 

Dalam praktiknya, hak-hak perempuan di Afghanistan semakin tidak 

terpenuhi dan keberadaan mereka hampir sepenuhnya dikeluarkan dari ruang 

publik. UNAMA dan UN Women mendokumentasikan pembatasan ketat terhadap 

mobilitas perempuan, kewajiban berpakaian yang dikontrol secara ketat, serta 

kebijakan yang membatasi ruang gerak perempuan di ruang domestik dan publik, 

termasuk perintah administratif yang berdampak pada pembatasan interaksi 

perempuan dengan lingkungan luar (UNAMA 2023; UN Women 2024). Selain itu, 

berbagai laporan internasional menunjukkan meningkatnya risiko kekerasan 

berbasis gender terhadap pelaku, serta praktik kriminalisasi terhadap perempuan 

korban kekerasan seksual melalui tuduhan pelanggaran moral, yang semakin 

memperparah kerentanan perempuan dalam sistem hukum yang tidak memberikan 

perlindungan efektif (Amnesty International 2023). 

Tabel 2. Perbandingan Kondisi Perempuan di Afghanistan Sebelum dan 

Sesudah Taliban Mengambil Alih Pemerintahan (Pra-2021 dan 2021-2025) 

Aspek  Sebelum Taliban 

(Pemerintahan Ashraf Ghani, 

Pra-2021) 

Sesudah Taliban (2021-

2025) 

Pendidikan Anak perempuan memiliki 

akses ke pendidikan dasar, 

menengah, dan perguruan 

tinggi. Sekitar 3,5 juta anak 

perempuan terdaftar di 

pendidikan formal dan ±33% 

mahasiswa perguruan tinggi 

adalah perempuan. 

Anak perempuan hanya 

diperbolehkan sekolah 

hingga kelas 6. Lebih dari 

80% anak perempuan usia 

sekolah menengah tidak 

dapat mengakses 

pendidikan; perempuan 

dilarang kuliah. 

Pekerjaan Perempuan bekerja di sektor 

publik dan swasta, termasuk 

Perempuan dilarang bekerja 

di sebagian besar sektor, 
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pendidikan, kesehatan, LSM, 

media, dan administrasi 

pemerintahan. 

termasuk LSM, 

pemerintahan, dan bisnis 

swasta, dengan 

pengecualian terbatas dan 

tidak konsisten. 

Ruang Publik Perempuan dapat beraktivitas di 

ruang publik secara relatif bebas 

tanpa kewajiban pendampingan 

laki-laki. 

Perempuan dilarang 

mengakses taman, gym, dan 

tempat rekreasi. Mobilitas 

dibatasi dan wajib 

didampingi mahram saat 

bepergian. 

Berpakaian  Tidak ada kewajiban nasional 

berpakaian tertentu, meskipun 

norma sosial berlaku. 

Perempuan diwajibkan 

mengenakan hijab atau 

burqa. Pelanggaran dapat 

dikenai sanksi administratif 

atau sosial. 

Akses 

Layanan 

Kesehatan  

Perempuan dapat mengakses 

layanan kesehatan secara relatif 

bebas dan bekerja sebagai 

tenaga medis. 

Akses layanan kesehatan 

perempuan dibatasi, 

terutama bagi yang tidak 

memiliki wali laki-laki.  

Hak Sipil dan 

Politik 

Perempuan memiliki hak pilih, 

keterwakilan di parlemen, serta 

lembaga negara yang 

menangani isu gender. 

Tidak ada keterwakilan 

perempuan dalam struktur 

pemerintahan dan proses 

pengambilan keputusan 

politik. 

Perlindungan 

Hukum  

Kerangka hukum formal 

mengakui hak perempuan; 

meskipun lemah, terdapat 

mekanisme hukum terhadap 

kekerasan berbasis gender. 

Perlindungan hukum 

terhadap perempuan 

melemah drastis. Kasus 

kekerasan, pernikahan 

paksa, dan pelecehan jarang 

diproses secara adil. 

Media dan 

Kebebasan 

Bersuara 

Jurnalis perempuan aktif di 

media nasional dan lokal. 

Perempuan hampir 

sepenuhnya dikeluarkan 

dari media. Dan jurnalis 

perempuan dibatasi ketat 

dan harus mematuhi aturan 

berpakaian dan tampil 

tertentu. 

 

 Sumber: (World Bank 2020) (UN Women 2021; 2022; 2024; 2025) (UNAMA 

2023) (UNDP 2023) (Human Rights Watch 2023). 
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 Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengambilalihan kekuasaan oleh 

Taliban pada 2021 menandai kemunduran tajam dan sistemik terhadap hak-hak 

perempuan di Afghanistan, di mana pembatasan negara secara terlembaga 

memperdalam ketimpangan gender dan memperkuat struktur patriarki 

dibandingkan periode sebelum 2021. 

Meskipun Taliban memberlakukan pembatasan luas terhadap pekerjaan 

perempuan, tidak semua bentuk kerja sepenuhnya dilarang. Perempuan masih 

diperbolehkan terlibat dalam aktivitas ekonomi tertentu yang dianggap sesuai oleh 

otoritas Taliban, terutama pekerjaan berbasis rumah tangga dan sektor informal 

seperti pembuatan karpet dan kerajinan tangan. Namun, ruang kerja ini sangat 

terbatas dan tidak mengubah fakta bahwa akses perempuan terhadap pekerjaan 

formal dan ruang ekonomi publik tetap dibatasi secara sistemik (UN Women 2023; 

UNDP 2023). 

 Pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021 berada di bawah kendali 

Taliban dan dipimpin oleh Hibatullah Akhundzada. Rezim Taliban ini berbentuk 

Keamiran Islam Afghanistan, hal ini merupakan sistem pemerintahan yang 

dijalankan oleh Taliban berdasarkan hukum Islam (syariah), yang dipimpin dengan 

sebutan “Amir” yang memiliki otoritas penuh atas segala aspek negara (BBC News 

Indonesia 2021). Rezim Taliban dikenal bersifat sangat konservatif dan represif, 

terutama terhadap perempuan. Struktur pemerintahan pusat sepenuhnya didominasi 

oleh laki-laki, tanpa perwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan resmi seperti 

kepala pemerintahan, menteri, maupun pimpinan lembaga negara (BBC News 

Indonesia 2021). Meskipun Taliban sempat menyatakan akan mempertimbangkan 

partisipasi perempuan, hingga kini tidak terdapat perubahan kebijakan yang 
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merealisasikan klaim tersebut. Tujuan Taliban adalah membuat Afghanistan 

menjadi negara yang menerapkan hukum Islam (syariah) secara ketat sehingga 

semua kekuasaan, dan hak-hak publik perempuan sangat dibatasi secara signifikan. 

Hal ini memperburuk situasi kemanusiaan di Afghanistan karena adanya 

ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan (VOA Indonesia 2024). 

Tabel 3. Kebijakan Pemerintah Taliban terhadap Perempuan Pada Era 

2021-2025 

Bidang Tahun Keterangan 

Pendidikan 2021 Mengumumkan bahwa sekolah hanya boleh sampai 

kelas enam (BBC NEWS INDONESIA 2024). 

Menghentikan pelatihan kebidanan bagi perempuan 

2022 Memerintahkan universitas untuk memisahkan kelas 

antara perempuan dan laki-laki. Namun, seiring 

berjalan waktu kelas untuk perempuan ditiadakan 

dan perempuan dilarang pergi ke universitas karena 

dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam (VOA 

2022). 

2023 Memerintahkan institusi atau pendidikan yang lebih 

tinggi untuk menerima siswa laki-laki saja pada 

tahun akademik selanjutnya 

Melarang penerbitan sertifikat atau ijazah untuk 

wisudawan perempuan 

 2025 

Taliban melarang penggunaan karya penulis 

perempuan dalam kurikulum universitas dengan 

memblokir sekitar 679 judul buku, serta 

meningkatkan porsi pengajaran agama dalam sistem 

pendidikan tinggi (Al Jazeera 2025). 

Pekerjaan  2021 Perempuan yang awalnya bekerja harus berdiam diri 

di rumah sampai sistem di lingkungan mereka 

bekerja diperbaiki menjadi lebih baik, disampaikan 

oleh juru bicara Taliban yaitu Zabihulla Mujahid 

2022 Melarang perempuan bekerja sebagai pramugari 



26 

 

Bidang Tahun Keterangan 

Melarang pekerja perempuan untuk bekerja di semua 

organisasi non pemerintah baik lokal maupun 

internasional, LSM dan PBB (VOA 2023) 

Namun ada pengecualian, boleh bekerja di sektor 

yaitu kesehatan, gizi, dan pendidikan 

2023 Menutup empat pusat medis yang dikelola oleh para 

dokter di Ghazni, karena pasien pria diobati oleh 

dokter perempuan 

 2024 

Taliban menegaskan penutupan semua pekerjaan 

perempuan di lembaga yang tidak dikendalikan 

Taliban, termasuk ancaman pencabutan izin 

operasional NGO yang mempekerjakan perempuan, 

memperkuat larangan pekerjaan perempuan di ruang 

formal (Al Jazeera 2024). 

 2025 

Salon kecantikan rumah yang menjadi sumber 

penghidupan perempuan ditutup di banyak provinsi, 

yang semakin menyusutkan peluang ekonomi 

perempuan. 

Politik  2021 Taliban mengumumkan bahwa pemerintahan 

sementara Afghanistan dijalankan oleh kabinet yang 

anggota laki-laki 

Media 2022 Memerintahkan presenter perempuan untuk menutup 

muka mereka 

Menghapus kursi perempuan dari Komisi 

Pelanggaran Media 

2023 Melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam 

radio dan acara TV yang terdapat presenter laki-laki 

 

2024-

2025 

Kebijakan media makin ketat, media lokal harus 

mematuhi pembatasan ketat terhadap representasi 

perempuan di saluran publik (United Nations 2025). 

Perempuan 

di luar 

rumah 

2022 Melarang perempuan untuk pergi keluar rumah tanpa 

mahram 

Menghentikan penerbitan SIM untuk perempuan 

Perempuan diwajibkan untuk menggunakan burqa 
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Bidang Tahun Keterangan 

Melarang perempuan untuk bermain keluar seperti 

taman, dan pergi ke salon 

2023 Memerintahkan para pekerja medis pemerintahan 

diantar oleh mahramnya ketika bekerja 

Perempuan yang tidak menggunakan hijab dan tidak 

mematuhi berpakaian yang sudah ditetapkan tidak 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

Ada syarat tertentu agar perempuan mendapatkan 

layanan kesehatan 

 

2024 Larangan bagi perempuan untuk berbicara dengan 

suara keras di tempat umum karena suara perempuan 

dianggap sebagai bagian dari aurat. 

 
2025 Perketat gerak perempuan; tolak perawatan medis 

tanpa pendamping di rumah sakit 

 

Sumber: (Al Jazeera 2024) (Al Jazeera 2025) (Mosadiq 2024) (BBC 

NEWS INDONESIA 2024) (VOA 2022) (VOA 2023) (Veranda and Achmad 

2024, 70-79) (BBC News Indonesia, Drury, and Gharanai 2024). 

 

Secara keseluruhan tabel diatas, kebijakan Taliban periode 2021-2025 

menunjukkan pembatasan sistematis terhadap hak-hak perempuan di berbagai 

bidang kehidupan berdasarkan interpretasi ketat terhadap hukum Islam. Kebijakan 

ini memperdalam ketimpangan gender, memburuknya kondisi kemanusiaan, serta 

memicu kritik luas dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia. 

Hukum dan regulasi yang diterapkan oleh Taliban sangat keras dan represif 

kepada perempuan, terutama yang melanggar kebijakan mereka. Perempuan yang 

dianggap melanggar aturan Taliban menghadapi hukuman fisik, seperti cambuk dan 

rajam, serta hukuman sosial berupa penghinaan publik dan pencabutan hak hukum 

(VOA 2025). Taliban menegakkan hukum tersebut dengan dalih syariah, meskipun 

mendapat kecaman keras dari organisasi internasional dan organisasi HAM (VOA 
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Indonesia 2024). Banyak perempuan yang dipecat dari pekerjaannya karena 

dianggap melanggar hukum syariah Taliban, ada sekitar kurang lebih 600 

perempuan di dua provinsi di Afghanistan yang dipecat karena pembatasan 

terhadap perempuan yang ingin mengunjungi ruang publik (VOA 2024).  

Ketidaksetaraan gender di Afghanistan berlangsung secara berkelanjutan 

karena komitmen kuat pemerintah Taliban untuk menegakkan interpretasi syariah 

mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan dan hak-hak publik perempuan 

dibatasi secara sistematis berdasarkan penafsiran Taliban terhadap Al-Qur’an dan 

hadis (VOA 2025). Dalam kondisi ini, masyarakat Afghanistan tidak memiliki 

ruang yang memadai untuk melakukan perlawanan efektif. Berbagai bentuk protes 

dan perlawanan sipil, termasuk aksi perempuan yang menuntut hak-haknya, kerap 

dibubarkan secara paksa melalui penangkapan dan kekerasan. Tekanan, teror, dan 

represi yang dilakukan Taliban membuat mayoritas masyarakat hidup dalam 

ketakutan, sehingga ketidaksetaraan gender terus dipertahankan sebagai bagian dari 

kebijakan negara di era Taliban (Febriana 2018). 

2.2 Upaya UN Women dalam Mengimplementasi SDGs Poin ke-5 di 

Afghanistan 

UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the 

Empowerment of Women) merupakan sebuah entitas PBB yang didirikan pada 

tahun 2010, dengan tujuan utama mempromosikan kesetaraan gender dan 

melakukan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Organisasi internasional ini 

memastikan bahwa perempuan memperoleh hak-hak penuh di semua aspek 

kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (UN Women, n.d.). UN Women 

berperan sebagai koordinator dan advokat global untuk hak-hak perempuan, 
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bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB, lembaga pemerintah, masyarakat 

sipil, dan berbagai mitra lainnya (UN Women, n.d.).  

Peran utama UN Women adalah mendukung badan antar-pemerintah, 

seperti Komisi Status Perempuan, dalam merumuskan kebijakan, standar, dan 

norma global. Selain itu, UN Women membantu negara-negara anggota 

menerapkan standar tersebut dengan memberikan dukungan teknis dan finansial 

yang sesuai kepada negara-negara yang memintanya, serta menjalin kemitraan yang 

efektif dengan masyarakat sipil (UN Women, n.d.).  

UN Women berlandaskan pada norma-norma internasional penting yang 

terdiri dari standar, kerangka hukum, dan tujuan pembangunan. Norma-norma ini 

dirancang untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di semua aspek 

kehidupan dan memajukan kesetaraan gender. Norma yang menjadi landasan kerja 

UN Women di setiap negara-negara anggotanya yaitu CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), SDGs poin ke-5 

(Kesetaraan Gender), Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325, dan Beijing Platform 

for Action. Dengan norma-norma ini, UN Women memandu dan mendorong upaya 

global untuk menciptakan kesetaraan gender yang nyata, menghapus diskriminasi, 

dan mencapai hidup yang lebih adil dan setara bagi perempuan di segala aspek 

kehidupan (UN Women, n.d.).  

SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan, merupakan 17 tujuan global yang disepakati oleh seluruh negara 

anggota PBB. Tujuannya adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik 

dan berkelanjutan bagi semua orang pada tahun 2030. SDGs poin ke-5 berfokus 

pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, tujuanya untuk 
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mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (United 

Nations, n.d.). Sebagai lembaga utama PBB untuk isu gender, UN Women menjadi 

pemimpin dan koordinator utama dalam memastikan bahwa semua negara anggota 

PBB mengimplementasikan target SDGs poin 5 dalam kebijakan dan program 

pembangunan mereka (SDGs, n.d.). UN Women menerapkan SDGs poin ke-5 

(Kesetaraan Gender) di setiap negara melalui advokasi, program pemberdayaan, 

dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai kesetaraan gender (UN 

Women, n.d.). Salah satu negara di mana UN Women telah aktif bekerja adalah 

Afghanistan (Shamimi, Rijal, and Aufiya 2022). 

UN Women secara resmi hadir di Afghanistan sejak tahun 2010, didorong 

oleh kebutuhan mendesak untuk menangani diskriminasi dan kekerasan terhadap 

perempuan di negara tersebut (UN Women, n.d.). Kehadiran UN Women di 

Afghanistan berakar dari masa pasca-konflik dan terus berlanjut sebagai upaya 

berkelanjutan dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Organisasi 

internasional ini memulai upayanya dengan menjalin kerja sama bersama 

pemerintah Afghanistan, khususnya untuk mengatasi kekerasan terhadap 

perempuan di beberapa provinsi, dengan fokus utama pada perlindungan dan 

pencegahan kekerasan (UN Women, n.d.). Dalam konteks operasional, UN Women 

memiliki kantor utama di Kabul dan beberapa kantor cabang di provinsi Kandahar, 

Mazar, Herat, Bamyan, dan Ningarhar (UNDP 2024).  

Jika dilihat dari sebelum Taliban berkuasa, para perempuan diberikan 

kebebasan dalam berekspresi serta menyuarakan aspirasinya. Dalam bidang 

Pendidikan, Afghanistan juga mendirikan sekolah serta universitas untuk para 

perempuan dengan bersifat demokratis yang memberikan perempuan Afghanistan 
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hak untuk memilih. Bahkan tidak asing jika di perkotaan perempuan berkuliah, 

bekerja, berbisnis, bahkan terjun dalam dunia politik (Berry 2021). Banyak 

perempuan yang memulai karir untuk melanjutkan hidup. Bahkan, lebih dari 

seperempat pegawai pemerintahan adalah perempuan (BBC News, 2014). Namun, 

terlepas dari kemajuan yang terus bergerak, kekerasan terhadap perempuan masih 

tetap menjadi problematika seperti menikah secara paksa, physical abuse, bahkan 

pencabutan hak-hak lainnya oleh kelompok Taliban setelah mereka kembali 

mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021 (Pangaribuan 2024). 

UN Women tidak memiliki kekuatan enforcement, sehingga posisi UN 

Women sebagai lembaga non-penegak hukum, tidak memiliki kekuatan untuk 

memaksa Taliban mengubah kebijakan diskriminatif. Selain itu, UN Women 

menjalankan advokasi kritis dengan terus menentang dan mengkritik kebijakan 

Taliban yang melanggar hak-hak perempuan, menekankan bahwa pembatasan 

tersebut bertentangan dengan norma-norma internasional, dan bahkan beberapa 

aspek syariah yang diklaim dianut Taliban (Azizah and Ahsana 2023). 

Kapasitas UN Women sebagai organisasi di Afghanistan mencerminkan 

peran dan kemampuannya yang beragam dalam menghadapi tantangan kompleks 

terkait hak perempuan dan kesetaraan gender di negara tersebut. Dalam upaya 

mendorong implementasi SDGs poin ke-5, UN Women berperan sebagai aktor 

advokasi, fasilitator, dan pendukung finansial bagi hak-hak perempuan (United 

Nations 2025). 

Implementasi SDGs poin ke-5 oleh UN Women dilakukan melalui kapasitas 

sebagai advokator dan fasilitator dengan menjalin kerja sama erat bersama 

organisasi perempuan lokal di Afghanistan. UN Women juga melaksanakan 
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berbagai program pemberdayaan perempuan yang fokus pada sektor-sektor 

penting, yang didesain berdasarkan analisis mendalam terhadap situasi politik, 

ekonomi, dan kemanusiaan di lapangan, serta mempertimbangkan risiko dan 

kapasitas organisasi mitra yang terlibat ((Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). 

UN Women tetap berkomitmen penuh dalam mendukung perempuan Afghanistan 

dengan menempatkan mereka sebagai pusat respons global terhadap krisis di 

Afghanistan. Dalam konteks yang terus berkembang, UN Women terus menata 

ulang dan menyesuaikan programnya agar responsif guna memastikan 

terpenuhinya seluruh hak perempuan dan anak perempuan Afghanistan (UNDP 

2024). 

Selama periode 2021-2025, UN Women di Afghanistan beralih dari 

program pembangunan menuju respons kemanusiaan langsung, dengan fokus pada 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. 

Meskipun hubungan UN Women dengan rezim Taliban kompleks dan dialog sering 

terbatas, UN Women terus menyesuaikan strategi dan programnya agar responsif 

terhadap situasi di lapangan dan memastikan hak serta perlindungan bagi 

perempuan Afghanistan tetap menjadi prioritas (Ainiyah 2025). Kondisi ini 

menjadi dasar analisis Bab 3 mengenai strategi, program, dan efektivitas 

implementasi SDGs Poin 5 oleh UN Women di Afghanistan. 
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BAB 3 

ANALISIS IMPLEMENTASI UPAYA UN WOMEN DALAM 

MENDORONG PENERAPAN POIN KE-5 SDGs TERHADAP 

PEREMPUAN AFGHANISTAN MELALUI PENDEKATAN JUTTA 

JOACHIM, BOB REINALDI, DAN BERTJAN VERBEEK (2021-2025) 

Pada bab 3 ini, penulis akan menganalisis lebih lanjut upaya UN Women 

sebagai organisasi internasional dalam mengatasi isu kesetaraan gender perempuan 

dan penerapan SDGs poin ke-5 bagi perempuan di Afghanistan. Analisis ini akan 

menggunakan teori organisasi internasional dari Jutta Joachim, Bertjan Veerbeek, 

dan Bob Reinaldi untuk memahami peran dan strategi UN Women dalam konteks 

tersebut. 

Dalam implementasi organisasi internasional, Jutta Joachim memiliki tiga 

pendekatan yaitu pendekatan normatif (normative), pendekatan manajerial 

(management), dan pendekatan enforcement (Joachim, Reinalda, and Verbeek 

2008). Didalam buku Jutta Joachim menjelaskan bahwa ketiga pendekatan tersebut 

tidak dilihat sebagai pesaing, melainkan sebagai pelengkap satu sama lain dan 

penting untuk dianalisis bagaimana pendekatan tersebut saling berinteraksi dan 

saling menguatkan (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Hal ini akan menjadi 

fokus utama untuk UN Women memperjuangkan kesetaraan perempuan di 

Afghanistan pasca perang Afghanistan tahun 2021 atau saat Taliban kembali 

berkuasa menggunakan tiga pendekatan tersebut. 
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3.1 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs 

melalui Pendekatan Normatif 

Menurut Jutta Joachim, pendekatan normatif menekankan bahwa organisasi 

internasional tidak memaksa negara, melainkan menggunakan argumen yang 

rasional dan beralasan untuk meyakinkan negara agar mematuhi norma dan 

perjanjian internasional. Pendekatan ini berpusat pada dua metode utama, yaitu 

otoritas (authority) dan legitimasi (legitimacy) (Joachim, Reinalda, and Verbeek 

2008, 12). Otoritas organisasi internasional muncul dari persepsi bahwa organisasi 

bersifat netral dan rasional, sedangkan legitimasi terkait dengan persepsi 

pemerintah terhadap norma dan standar yang dipromosikan organisasi tersebut 

(Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 12). 

Dalam pendekatan normatif, UN Women di Afghanistan mengacu pada 

norma dan standar internasional utama, yaitu CEDAW (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (KOMNAS 

Perempuan 2017). Dan SDGs poin ke-5 (Kesetaraan Gender) (GOVPH, n.d.). 

Norma tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperjuangkan 

kesetaraan gender perempuan. Norma-norma ini bukan hanya sebagai landasan 

hukum, tetapi juga sebagai sumber legitimasi yang kuat bagi seluruh intervensi dan 

program yang dijalankan UN Women di Afghanistan (United Nations 2025). Kedua 

norma tersebut tetap menjadi pusat utama dalam penerapan implementasi-

implementasi UN Women (Batuwael, Hanafia, and Leatemia 2023, 109). 

UN Women membangun otoritas normatifnya melalui dua sumber, yaitu 

sebagai sumber informasi paling kredibel dan sebagai pemilik kapasitas teknis 

dibidang kesetaraan gender (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11). Sebagai 
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sumber informasi, UN Women secara sistematis mengumpulkan, memverifikasi, 

dan menganalisis data lapangan mengenai kondisi perempuan Afghanistan, yang 

kemudian dipublikasikan melalui laporan, menerbitkan artikel berita, siaran pers, 

dan unggahan media sosial yang mendokumentasikan dampak kebijakan Taliban 

terhadap hak-hak perempuan (UN Women 2021). Salah satu laporan yang 

dipublikasikan oleh UN Women, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (UN Women 2021) 

 

Laporan "Gender Alert: Women's Rights in Afghanistan" yang diterbitkan 

oleh UN Women pada Desember 2021 menyajikan data dan analisis tentang 

dampak perubahan situasi politik, setelah Taliban menguasai Afghanistan pada 15 

Agustus 2021, terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan. Laporan ini menyoroti 

hal gender di berbagai sektor seperti pekerjaan (pembatasan perempuan untuk 

bekerja di sektor publik, yang menyebabkan hilangnya pekerjaan), pendidikan 

Gambar 1. Report UN Women 
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(pembatasan yang melarang anak perempuan bersekolah di tingkat menengah dan 

perempuan berkuliah), layanan kesehatan, perlindungan, kebebasan bergerak, serta 

partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Laporan ini secara 

khusus mengintegrasikan indikator SDGs poin ke-5 dan norma CEDAW sebagai 

kerangka analisis, sehingga mampu mengukur kemunduran kesetaraan gender 

secara sistematis dan terukur (UN Women 2021). 

Informasi dan pengetahuan yang terkandung dalam laporan ini digunakan 

UN Women sebagai instrumen persuasi normatif untuk meyakinkan Taliban agar 

meninjau kembali kebijakan diskriminatifnya. Dalam kerangka teori organisasi 

internasional, strategi ini dikenal sebagai reasoned argument, yaitu penggunaan 

argumen rasional berbasis data dan norma internasional untuk meyakinkan negara 

bahwa pemenuhan komitmen internasional merupakan tindakan yang tepat, sah, 

dan bermoral (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008, 11). Melalui penyajian bukti 

empiris yang terukur serta pengaitan langsung dengan target SDGs poin ke-5, UN 

Women membangun tekanan normatif yang menempatkan kebijakan Taliban 

sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional Afghanistan. 

Pendekatan ini bertujuan mempersempit ruang justifikasi ideologis Taliban serta 

mendorong perubahan perilaku melalui mekanisme persuasi, bukan paksaan. 

Selain itu, temuan laporan ini juga diadopsi dalam resolusi PBB serta 

kebijakan para donor internasional, yang menunjukkan legitimasi normatif laporan 

sebagai alat advokasi global dan memperkuat tekanan reputasional terhadap 

Taliban (Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). Dengan demikian, laporan Gender 

Alert tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi situasi, tetapi menjadi instrumen 

strategis UN Women dalam membangun kesepakatan internasional atas kebijakan 
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represif Taliban, serta mendorong implementasi SDGs poin ke-5 melalui tekanan 

normatif transnasional. Pada saat yang sama, laporan ini juga digunakan sebagai 

dasar seruan aksi global agar hak-hak perempuan dijadikan prioritas utama dalam 

seluruh respons politik dan kemanusiaan terhadap Afghanistan, sekaligus menuntut 

kepatuhan Taliban terhadap kewajiban internasional, khususnya CEDAW (UN 

Women 2021). 

Selain melalui produksi pengetahuan global dan advokasi normatif di 

tingkat internasional, UN Women juga membangun otoritasnya pada tahun 2021-

2025 di Afghanistan dengan berperan sebagai koordinator Gender in Humanitarian 

Action Working Group, yang diakui sebagai go-to actor PBB dalam penyediaan 

data gender (UNDP, n.d.). Otoritas tersebut kemudian digunakan untuk 

membangun legitimasi di kalangan masyarakat. UN Women secara aktif 

membangun legitimasi di Afghanistan, dengan berperan sebagai dorongan untuk 

kebangkitan kembali organisasi perempuan lokal yang sebelumnya terhenti atau 

tidak berkembang. Melalui dukungan program dan pelatihan yang disediakan oleh 

UN Women, kapasitas organisasi-organisasi lokal tersebut meningkat. Hal ini 

secara langsung menumbuhkan kepercayaan di kalangan perempuan Afghanistan 

bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender dapat menghasilkan hasil yang nyata, 

yang pada akhirnya memperkuat legitimasi UN Women di tengah masyarakat. 

Dampak positif ini dibuktikan melalui laporan langsung UN Women, yang memuat 

hasil wawancara dari lapangan. Salah satu pernyataan yang menegaskan 

penerimaan ini adalah ungkapan dari seorang perempuan Afghanistan: “Dalam 

situasi sulit ini, UN Women berdiri bersama kami” (UN Women 2024). 
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Secara keseluruhan, pendekatan normatif UN Women di Afghanistan 

selama periode 2021-2025 menunjukkan bahwa otoritas berbasis informasi dan 

keahlian teknis menjadi instrumen utama dalam mendorong kepatuhan terhadap 

norma internasional. Meskipun menghadapi penolakan dari rezim de facto Taliban 

dan tidak memiliki kekuatan koersif, UN Women berhasil menggunakan reasoned 

argument untuk memperluas ruang perlindungan bagi perempuan Afghanistan, 

membangun legitimasi sosial, serta menjaga agenda implementasi SDGs poin ke-5 

dan CEDAW tetap hidup dalam diskursus global dan domestik. 

3.2 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs 

melalui Pendekatan Manajerial 

Pendekatan manajerial terdapat dua metode, yaitu pemantauan (monitoring) 

dan peningkatan kapasitas serta pemecah masalah (capacity building and problem 

solving). Pendekatan ini bersifat terbuka, menekankan kerja sama, dan berfokus 

pada solusi bersama untuk menyelesaikan masalah oleh organisasi internasional. 

Cara yang dilakukan dalam pendekatan ini yaitu melakukan pengawasan dengan 

basis data dari berbagai sumber, termasuk survei langsung, laporan pemerintah, 

komite khusus, dan laporan NGO (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). UN 

Women berupaya untuk mendorong implmentasi poin ke-5 SDGs pada perempuan 

yang ada di Afghanistan, terutama sejak Taliban kembali berkuasa periode 2021-

2025. 

3.2.1 Pemantauan (Monitoring) 

Pemantauan (monitoring) merupakan salah satu metode utama dalam 

pendekatan manajerial menurut Joachim, yang menekankan karakter non-memaksa 

dan kolaboratif. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi hambatan dan 
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kelemahan kapasitas di tingkat negara atau aktor lokal, sehingga ketidakpatuhan 

dapat diatasi melalui peningkatan kapasitas (capacity building) dan perbaikan 

implementasi kebijakan, bukan melalui tekanan atau sanksi. Pemantauan dilakukan 

dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisis akar masalah, dan 

merumuskan rekomendasi strategis untuk menyusun ulang rencana implementasi 

agar lebih efektif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008).  

Di Afghanistan, pasca-kembalinya Taliban pada tahun 2021, UN Women 

menggunakan pemantauan sebagai instrumen utama untuk menilai dinamika 

implementasi SDGs poin ke-5 sekaligus mengidentifikasi hambatan struktural dan 

kelemahan kapasitas negara dalam mewujudkan kesetaraan gender. Pemantauan 

dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, survei, Focus Group Discussion, 

serta kerja sama erat dengan organisasi perempuan lokal, masyarakat sipil, dan 

badan-badan PBB lainnya seperti UNDP, UNICEF, dan UNFPA (UN Women 

2023). Pendekatan ini memperkuat objektivitas dan legitimasi laporan, sekaligus 

memastikan bahwa kondisi perempuan Afghanistan digambarkan secara lengkap 

dan sesuai dengan kondisi nyata yang mereka alami. 

Hasil pemantauan UN Women menunjukkan bahwa hambatan utama 

implementasi kesetaraan gender di Afghanistan bersifat struktural-politik, yaitu 

kebijakan Taliban yang secara sistematis membatasi hak-hak dasar perempuan. 

Hambatan tersebut meliputi larangan terhadap pendidikan perempuan di tingkat 

menengah dan tinggi, pembatasan partisipasi perempuan di ruang publik dan dunia 

kerja. Kebijakan-kebijakan ini menyebabkan runtuhnya kapasitas institusional 

negara dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan berbasis 

gender, sekaligus menutup jalur formal advokasi dan perlindungan hak perempuan 
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(UN Women 2023; UN Women 2024). Selain hambatan struktural, UN Women 

juga menemukan keterbatasan dalam kapasitas teknis dan administrasi 

pemerintahan Afghanistan. Kelemahan ini terlihat dari keterbatasan kemampuan 

lembaga negara dalam mengumpulkan data terpilah berdasarkan gender, menyusun 

kebijakan yang berbasis pada bukti empiris, serta merancang anggaran yang 

memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Pembatasan peran perempuan 

dalam sektor publik semakin memperburuk kondisi tersebut karena menghilangkan 

keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. 

Akibatnya, kebijakan pembangunan nasional cenderung tidak mempertimbangkan 

perspektif gender dan kurang mampu merespons kebutuhan nyata perempuan dan 

anak perempuan (UN Women 2021). 

Sejak tahun 2021, UN Women secara rutin mengeluarkan laporan-laporan 

tematik serta laporan indeks gender (Gender Index) yang menjadi acuan penting 

bagi komunitas internasional untuk memahami dan mengatasi tantangan kesetaraan 

gender disana (UN Women 2025). Dalam dimensi sosial-ekonomi, pemantauan UN 

Women menunjukkan ketimpangan gender yang ekstrem. Laporan Indeks Gender 

Afghanistan tahun 2024 mencatat skor Indeks Paritas Gender Global (GGPI) 

Afghanistan hanya sebesar 0,237, jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,721. Hal 

ini menunjukkan bahwa perempuan Afghanistan baru mencapai 23,7% dari 

pencapaian laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk 

kesehatan, pendidikan, inklusi keuangan, dan pengambilan keputusan. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan gender yang sangat besar, yaitu sebesar 76,3%, 

menjadikan Afghanistan sebagai negara dengan tingkat ketimpangan gender kedua 

terburuk di dunia (UN Women 2024). Di sektor ketenagakerjaan, partisipasi kerja 
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perempuan hanya mencapai 24%, dibandingkan dengan 89% pada laki-laki, 

sementara penurunan partisipasi ekonomi perempuan sejak 2021 tercatat mencapai 

25%. Ketimpangan ini mencerminkan lemahnya kapasitas ekonomi nasional dalam 

menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender (UN Women 

2023). Di tengah tekanan sosial-politik yang berat dan keterbatasan akses, 

perempuan Afghanistan tetap berupaya mempertahankan kehidupan ekonomi 

melalui usaha kecil dan berbagai strategi bertahan hidup, sekaligus terus 

memperjuangkan hak-hak dasar mereka (UN Women 2023). 

UN Women memperoleh informasi mengenai situasi perempuan di 

Afghanistan melalui berbagai sumber yang terintegrasi, alih-alih hanya 

mengandalkan observasi langsung (UN Women 2021). Secara formal, UN Women 

memimpin dan merilis laporan-laporan utama, termasuk hasil pengukuran Indeks 

Paritas Gender Global (GGPI) dan Indeks Pemberdayaan Perempuan (WEI), 

bekerja sama erat dengan UNDP. Sumber utamanya mencakup organisasi hak-hak 

perempuan dan komunitas sipil Afghanistan yang berperan sebagai mitra di 

lapangan (Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). Melalui pemantauan mendalam 

ini, UN Women memposisikan diri sebagai wadah dialog strategis di tingkat lokal 

dan internasional, sekaligus menyediakan forum kritis untuk menyuarakan kondisi 

perempuan Afghanistan di panggung global. 

Upaya advokasi segera dimulai pasca-pengambilalihan kekuasaan; pada 12 

Oktober 2021, UN Women menyediakan forum daring kepada mantan Pejabat 

Menteri Urusan Perempuan Afghanistan, Hasina Safi, untuk menyampaikan 

kondisi di lapangan. Selanjutnya, pada 21 Oktober 2021, UN Women memfasilitasi 

delegasi perempuan Afghanistan yang terdiri dari mantan anggota parlemen, 
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pembela hak-hak perempuan, jurnalis, dan peneliti untuk berpartisipasi dalam 

Forum Dewan Keamanan PBB di New York. Dalam forum ini, para delegasi 

menyerukan pemenuhan hak-hak dasar perempuan serta menyampaikan 

rekomendasi kebijakan praktis untuk mengatasi krisis kemanusiaan dan sosial di 

Afghanistan. Selain di tingkat global, UN Women juga menyelenggarakan 

pertemuan strategis internasional di Jenewa pada 5-7 November 2022 melalui 

program Enhancing Women’s Leadership for Sustainable Peace (didukung oleh 

German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development dan 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), yang membahas peran 

perempuan dalam proses perdamaian dan keamana, serta menghasilkan 

serangkaian inisiatif untuk mendukung kelanjutan peran perempuan dalam proses 

politik pasca-Agustus 2021. 

Taliban tidak hadir dalam pertemuan Jenewa tersebut karena tidak diakui 

secara resmi oleh PBB. Meskipun demikian, hasil pemantauan UN Women di 

Afghanistan tetap menjadi dasar diskusi, advokasi, dan perencanaan program dalam 

forum tersebut. Interaksi dengan otoritas Taliban tetap berlangsung secara terbatas 

di tingkat lokal melalui mekanisme koordinasi kemanusiaan PBB, seperti 

Humanitarian Country Team (HCT) dan Gender in Humanitarian Action Working 

Group (GiHA). Dialog ini bersifat teknis dan bertujuan menyampaikan kebutuhan 

kritis perempuan, memastikan pelaksanaan program kemanusiaan yang inklusif, 

serta mendorong implementasi terbatas SDGs poin ke-5 (Nurfitriyani and 

Bintarsari 2023). 

Selain melalui dialog kebijakan, UN Women memanfaatkan hasil 

pemantauan untuk membangun tekanan normatif di tingkat internasional melalui 
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publikasi laporan tematik, siaran pers, dan partisipasi dalam forum global. Strategi 

ini bertujuan membentuk persepsi kolektif bahwa pembatasan terhadap perempuan 

tidak hanya melanggar norma hak asasi manusia, tetapi juga menghambat stabilitas 

sosial dan pembangunan berkelanjutan Afghanistan. Dengan menggabungkan 

pemantauan berbasis data, dialog persuasif, dan advokasi normatif, UN Women 

berupaya memengaruhi preferensi kebijakan Taliban secara bertahap, sekaligus 

memperkuat kapasitas aktor lokal perempuan agar tetap mampu bertahan dan 

berkontribusi di tengah kondisi yang sangat terbatas. 

Pemantauan (monitoring) yang dilakukan UN Women di Afghanistan pada 

periode 2021-2025 bukan sekadar pencatatan data, melainkan merupakan bagian 

integral dari strategi yang lebih luas untuk mendokumentasikan, mengadvokasikan, 

dan mendukung perempuan Afghanistan. Upaya pemantauan UN Women 

dibuktikan melalui penerbitan seri laporan analisis, dimulai dengan Gender Alert I: 

Women’s rights in Afghanistan: Where are we now? (Desember 2021) yang 

menguraikan dampak awal kebijakan Taliban, seperti penutupan Kementerian 

Urusan Perempuan dan pelarangan anak perempuan bersekolah di atas kelas 6 (UN 

Women 2021). Hal ini dilanjutkan dengan Gender Alert No. 2: Women's rights in 

Afghanistan one year after the Taliban take-over (Agustus 2022) yang 

menunjukkan pengucilan perempuan dari kehidupan publik dan masalah 

kerawanan pangan (UN Women 2022). Puncaknya, Gender Alert No. 3: Out of 

jobs, into poverty: The impact of the ban on Afghan women working in NGOs 

(Januari 2023) menganalisis dampak larangan bekerja bagi perempuan di LSM 

(dekret Desember 2022), menyoroti bahwa larangan tersebut tidak hanya 
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menghancurkan mata pencaharian, tetapi juga secara kritis menghambat pemberian 

bantuan kemanusiaan kepada perempuan yang paling rentan (UN Women 2023). 

Secara keseluruhan, pemantauan yang dilakukan UN Women di 

Afghanistan bukan sekadar pencatatan data, melainkan merupakan strategi 

manajerial yang terintegrasi untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan 

mengadvokasikan kondisi perempuan Afghanistan. Pemantauan ini berfungsi 

sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, penguatan kapasitas aktor lokal, 

serta penyusunan ulang rencana implementasi SDGs poin ke-5 agar tetap relevan 

dan efektif di tengah krisis multidimensional yang dihadapi perempuan 

Afghanistan. 

3.2.2 Peningkatan Kapasitas dan Pemecah Masalah (Capacity Building 

and Problem Solving) 

Menurut Jutta Joachim, peningkatan kapasitas (capacity building) dan 

pemecahan masalah (problem solving) merupakan strategi manajerial yang 

digunakan oleh organisasi internasional, terutama ketika alat penegakan hukum 

(koersif) tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengelola 

implementasi kebijakan global di tingkat lokal (Joachim, Reinalda, and Verbeek 

2008). Capacity building bertujuan memperkuat kemampuan negara atau aktor 

lokal agar dapat menjalankan kebijakan internasional yang telah disepakati. 

Sementara itu, problem solving adalah mekanisme kolaboratif antara organisasi 

internasional dan mitra lokal untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan 

praktis selama implementasi kebijakan atau program, sehingga kegiatan dapat 

berjalan lebih efisien. Kedua strategi ini sering dikaitkan dengan pemantauan 

(monitoring), karena data yang dikumpulkan melalui pemantauan menjadi dasar 
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untuk menyesuaikan program, memberikan rekomendasi, dan mendukung 

peningkatan kapasitas agar implementasi kebijakan lebih efektif (Joachim, 

Reinalda, and Verbeek 2008). 

Sejak awal 2021 hingga 2025, UN Women menjalankan program 

peningkatan kapasitas dan pemecahan masalah sebagai strategi manajerial dalam 

mendorong implementasi SDGs poin ke-5 di Afghanistan. Program ini secara 

umum berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan 

keterampilan, penguatan kapasitas organisasi lokal, serta pengembangan 

kepemimpinan dan jaringan sosial. Secara spesifik, sejak diterbitkannya Strategic 

Note 2023-2025, UN Women menetapkan empat prioritas utama program di 

Afghanistan, yaitu; (1) gender dalam aksi kemanusiaan, (2) mengakhiri kekerasan 

terhadap perempuan, (3) pemberdayaan ekonomi perempuan, dan (4) perempuan, 

perdamaian, dan keamanan (UNDP 2024). Dalam periode ini, capacity building 

difokuskan pada perlindungan dan dukungan bagi perempuan melalui pendanaan 

organisasi perempuan, penguatan staf kemanusiaan perempuan, serta investasi 

terhadap usaha yang dikelola oleh perempuan. Sementara itu, problem solving 

diwujudkan melalui kerja sama dengan organisasi lokal untuk mengatasi hambatan 

sosial, budaya, dan ekonomi, serta penyediaan dukungan praktis seperti pelatihan 

usaha dan layanan kesehatan reproduksi (UN Women 2024). 

Setelah melakukan pemantauan mendalam terhadap kondisi perempuan di 

Afghanistan, UN Women mengimplementasikan strategi peningkatan kapasitas 

(capacity building) dan pemecahan masalah (problem solving) dengan kerangka 

utama menyediakan keahlian, sumber daya, dan pendampingan berkelanjutan 

kepada perempuan serta organisasi perempuan lokal. Selama periode 2021-2025, 
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strategi ini diwujudkan melalui tiga pilar program adaptif utama, yaitu sebagai 

berikut; Pertama, perlindungan dan pemecahan masalah sosial, yang dilakukan 

melalui Women Protection & GBV Services Programme. Program ini, sejak 2021, 

menyediakan bantuan psikososial, konseling, dan layanan perlindungan berbasis 

Multi-Purpose Women Centers (MPWCs) yang berfungsi sebagai safe spaces yang 

aman serta mendukung dan mendanai pusat perlindungan rahasia dan layanan 

konsultasi psikologis (OCHA 2024). 

Kedua, pemberdayaan dan pemecahan masalah ekonomi (Livelihood) 

diwujudkan melalui Women’s Livelihood & Economic Recovery Programme, yang 

mulai dijalankan sejak 2022 dengan fokus pada pembangunan otonomi ekonomi 

perempuan. Program ini mencakup pelatihan keterampilan teknis dan kejuruan, 

seperti pelatihan menjahit, menyulam, pembuatan karpet, permadani, dan barang 

kerajinan tangan lainnya untuk menciptakan usaha rumahan atau usaha kecil, serta 

pelatihan keterampilan pertanian dan peternakan skala kecil yang bertujuan 

meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan keluarga. Selain itu, program ini 

juga menyediakan pelatihan manajemen keuangan mikro (meliputi pemasaran 

produk, pengelolaan tabungan, dan pinjaman skala kecil), dukungan berupa transfer 

tunai, dan kerja sama strategis dengan ILO melalui program Market System 

Development untuk memperluas peluang kerja berbasis rumah (home-based work) 

(UN Women 2025 dan OCHA 2024). 

Ketiga, sebagai upaya penguatan kapasitas lokal dan pendidikan, UN 

Women memberikan dukungan teknis dan pendanaan kepada lebih dari 240 

organisasi perempuan lokal sejak 2021 untuk memperkuat kapasitas advokasi dan 

layanan komunitas. Salah satu organisasi tersebut adalah Afghan Women for Afghan 
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Women (UN Women, n.d.), yang merupakan mitra umum PBB dalam upaya 

pemberdayaan. Selain itu, dijalankan program literasi dasar dan kelas berbasis 

komunitas bagi anak perempuan yang dilarang mengakses sekolah formal. Program 

ini telah termuat dalam pendekatan normatif menegaskan bahwa ia merupakan 

perwujudan langsung, yang menciptakan kesinambungan kuat dengan pendekatan 

manajerial di lapangan (UN Women 2024). 

Pendekatan ini sangat bergantung pada kemitraan, khususnya dengan 

organisasi lokal perempuan di Afghanistan, guna menjangkau perempuan di 

wilayah terpencil serta memastikan keberlanjutan program di tengah keterbatasan 

akses (Nurfahirah, Dewi, and Gustiana 2022). UN Women memfasilitasi 

pendanaan cepat dan fleksibel bagi pembela HAM perempuan melalui Women's 

Peace & Humanitarian Fund (WPHF) yang memungkinkan organisasi lokal tetap 

menjalankan layanan perlindungan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi 

(WPHF Fund, n.d.). Melalui kerja sama ini, UN Women mampu mengintegrasikan 

suara lokal ke forum global, menghasilkan resolusi PBB dan gender alert yang 

menekan perubahan kebijakan Taliban. Pendekatan bersama ini meningkatkan 

legitimasi norma internasional, seperti CEDAW, di tingkat komunitas, memastikan 

SDGs Poin 5 tetap maju meski adanya tantangan politik (Shamimi, Rijal, and 

Aufiya 2022). 

Selain bekerja sama dengan organisasi perempuan lokal dan masyarakat 

sipil, UN Women secara terbatas melakukan dialog formal dengan otoritas Taliban 

melalui forum PBB dan mekanisme koordinasi kemanusiaan seperti Humanitarian 

Country Team (HCT) dan Gender in Humanitarian Action Working Group (GiHA). 

Interaksi ini bersifat teknis dan aman, bertujuan untuk menyampaikan kebutuhan 
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kritis perempuan, memastikan pelaksanaan program kemanusiaan yang inklusif, 

dan mendorong implementasi SDGs poin-5 secara terbatas. Melalui jalur ini, UN 

Women mencoba meyakinkan otoritas de facto untuk mengizinkan kegiatan 

terbatas bagi perempuan, seperti pendidikan informal, layanan kesehatan, dan 

program pemberdayaan ekonomi, sambil tetap menjaga netralitas dan keamanan 

staf di lapangan (UN Women 2024; UNDP 2024). 

UN Women memberikan dukungan finansial dan teknis kepada lebih dari 

113 organisasi perempuan lokal di Afghanistan guna memperkuat peran dan 

keberlanjutan organisasi tersebut. Dukungan ini mencakup pelatihan kelembagaan, 

pendanaan awal, serta investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas 

teknis dan daya tahan organisasi agar mampu terus beroperasi di tengah tekanan 

politik dan sosial yang berat (UN Women 2024). Pendanaan program di 

Afghanistan berasal dari berbagai sumber, termasuk donasi negara anggota PBB, 

organisasi internasional, individu, serta mekanisme khusus seperti Special Trust 

Fund for Afghanistan, yang digunakan untuk membiayai program pemberdayaan 

perempuan, bantuan tunai, distribusi kebutuhan pokok, serta layanan perlindungan 

dan dukungan kesehatan mental (UN Women UK, n.d.; UNDP 2021). 
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Gambar 2. Dukungan UN Women Terhadap Organisasi Lokal Afghanistan 

 

Sumber: (UN Women 2024) 

 

Gambar diatas merupakan salah satu dari 113 organisasi perempuan lokal 

yang dipimpin oleh perempuan, yaitu “Hers”, yang mengikuti program UN 

Women. Program UN Women mencakup serangkaian pelatihan komprehensif 

untuk membantu organisasi perempuan lokal meningkatkan cara mereka 

beroperasi. Gambar ini diunggah langsung oleh UN Women pada tahun 2022 (UN 

Women 2024). UN Women tidak mempunyai akses leluasa di Afghanistan 

sehingga menjadi advokator dengan berkolaborasi dengan organisasi lokal 

perempuan Afghanistan. Implementasi UN Women berlandaskan dengan norma 

internasional, CEDAW dan SDGs poin ke-5, yaitu kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan (Nurfitriyani and Bintarsari 2023, 118). 

Secara keseluruhan, pelatihan dan program adaptif UN Women dirancang 

untuk menjamin ketangguhan dan kelangsungan hidup perempuan Afghanistan di 

tengah kebijakan diskriminatif Taliban, sesuai dengan prinsip capacity building dan 
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problem solving dalam pendekatan manajerial. Melalui kemitraan erat dengan 

organisasi lokal, dialog kebijakan terbatas, serta dukungan finansial dan teknis 

berkelanjutan, UN Women berhasil menjaga kesinambungan program sekaligus 

menyesuaikan strategi implementasi dengan dinamika krisis. Dengan 

menggunakan Strategic Note 2023-2025 sebagai kerangka kerja utama, UN 

Women menunjukkan bahwa implementasi SDGs poin ke-5 di Afghanistan tidak 

berhenti pada advokasi normatif semata, tetapi diwujudkan melalui program-

program konkret, terukur, dan berkelanjutan, meskipun beroperasi di bawah rezim 

yang tidak mengakui keberadaannya secara resmi (UN Women 2025; Nurfitriyani 

and Bintarsari 2023). 

3.3 Upaya UN Women dalam Menjamin Implementasi Poin ke-5 SDGs 

melalui Pendekatan Enforcement 

Pendekatan enforcement dalam teori implementasi organisasi internasional 

Jutta Joachim menekankan pada mekanisme kepatuhan yang bersifat memaksa, 

melalui dua metode utama, yaitu naming and shaming (menyebut dan 

mempermalukan) serta sanksi. Pendekatan ini berpijak pada gagasan bahwa 

organisasi internasional memiliki peran untuk menekan aktor yang melanggar 

norma internasional dengan cara mengekspos pelanggaran tersebut di hadapan 

komunitas global (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). 

UN Women menerapkan pendekatan enforcement melalui strategi tekanan 

moral dan diplomatik untuk menghambat tindakan diskriminatif Taliban terhadap 

perempuan. Meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 

ekonomi maupun politik, UN Women menggunakan mekanisme naming and 

shaming sebagai bentuk penegakan norma internasional (Joachim, Reinalda, and 
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Verbeek 2008). UN Women secara konsisten mempublikasikan kondisi perempuan 

di Afghanistan melalui laporan resmi, siaran pers, dan pernyataan publik. Publikasi 

ini bertujuan mengangkat pelanggaran hak perempuan ke permukaan dan 

membangun tekanan moral terhadap Taliban. Media internasional berperan besar 

dalam memperluas jangkauan pesan tersebut, sehingga publisitas terhadap tindakan 

represif Taliban semakin kuat. Pernyataan UN Women yang secara tegas menyebut 

situasi di Afghanistan sebagai bentuk “apartheid gender” mendapat respons luas 

dan memperkuat legitimasi kritik internasional (Purnomo 2025). UN Women 

melakukan pemantauan lapangan secara berkala untuk mendokumentasikan 

berbagai larangan dan pembatasan yang diterapkan Taliban, seperti pelarangan 

pendidikan, larangan bekerja, pembatasan mobilitas, dan aturan mahram. Hasil 

pemantauan ini disusun dalam laporan yang kredibel dan dipresentasikan kepada 

forum internasional, termasuk Dewan HAM PBB, negara anggota, dan mitra 

multilateral (United Nations 2024). Transparansi ini memperkuat bukti pelanggaran 

dan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Taliban. 

Penerapan naming and shaming oleh UN Women memicu reaksi keras dari 

negara-negara anggota PBB, Uni Eropa, organisasi HAM global, serta mekanisme 

internasional lainnya. Respon tersebut memperkuat tekanan politis terhadap 

Taliban, sekaligus mendorong komunitas global untuk tetap menyoroti penindasan 

terhadap perempuan Afghanistan. Strategi ini berfungsi sebagai bentuk 

enforcement moral, karena meskipun tidak memiliki sanksi formal, tekanan 

internasional dapat mempengaruhi reputasi, legitimasi politik, dan hubungan 

diplomatik Taliban (UN Women 2023). 

 



52 

 

Gambar 3. Report UN Women Naming and Shaming terhadap Taliban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Report UN Women 

Sumber: (United Nations 2024) 

 

Gambar di atas, menjadi salah satu hal yang menunjukkan UN Women 

melaporkan dalam bentuk mengunggah di sosial media terkait “apartheid gender” 

bukan sekedar kemungkinan teoritis atau konstruksi hukum, tetapi ancaman nyata 

dan kenyataan hidup bagi jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. 

Meskipun saat ini tidak ada kerangka hukum konvensional yang berlaku di 

Afghanistan, serangkaian dekrit tertulis dan lisan yang dikeluarkan oleh otoritas de 

facto secara paksa membatasi kebebasan perempuan (United Nations 2024). 

UN Women secara rutin menerbitkan laporan untuk menganalisis dampak 

dari kebijakan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan. Laporan ini, yang 

dikenal sebagai seri "Gender Alert," menyoroti dan mendokumentasikan 

memburuknya pembatasan hak dan kebebasan serta dampak krisis kemanusiaan 

terhadap perempuan dan anak perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban 
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(UN Women 2021). Setelah publikasi laporan mengenai kondisi perempuan di 

Afghanistan pada periode 2021-2025, respons dunia memang sangat beragam, 

tetapi secara umum ditandai dengan kecaman keras, seruan aksi, dan dukungan 

kemanusiaan. 

Meskipun terdapat kecaman keras, tidak ada respons yang terkoordinasi 

secara penuh dari komunitas internasional untuk menekan rezim Taliban. Uni 

Eropa dan Amerika Serikat merespons kebijakan yang telah dilakukan Taliban 

dengan mengecam tindakan tersebut, terutama larangan pendidikan dan pekerjaan 

bagi perempuan. Kebijakan diskriminatif ini seringkali digambarkan sebagai 

"apartheid gender" oleh pakar PBB dan para advokat (VOA 2021). Faktanya, tidak 

ada negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban sebagai pemerintah 

sah Afghanistan (Kompas TV 2024). Taliban juga menolak mengakui misi 

diplomatik Afghanistan yang terkait pemerintah sebelumnya yang didukung Barat, 

yang semakin memperkuat isolasi diplomatik rezim Taliban. Situasi penolakan 

global terhadap legitimasi Taliban ini berfungsi sebagai alat tekanan internasional 

(Kompas TV 2024). 

Pendekatan enforcement juga berfungsi melengkapi dua pendekatan 

sebelumnya. Setelah norma kesetaraan gender ditegakkan melalui pendekatan 

normatif dan kapasitas perempuan diperkuat melalui pendekatan manajerial, 

pendekatan enforcement digunakan untuk memastikan kepatuhan moral dan 

tekanan politik terhadap pihak yang melanggar. Dengan menggabungkan ketiga 

pendekatan ini, UN Women mampu mempertahankan relevansinya sebagai aktor 

global dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Afghanistan di tengah sistem 

pemerintahan yang represif (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Oleh karena 



54 

 

itu, pendekatan enforcement menjadi instrumen penting bagi UN Women dalam 

mengawasi dan menekan kebijakan Taliban, serta memastikan bahwa prinsip 

kesetaraan gender dalam poin ke-5 SDGs tetap menjadi komitmen moral komunitas 

internasional terhadap perempuan Afghanistan (SDGs, n.d.). 
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BAB 4 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa UN Women memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong 

implementasi SDGs poin ke-5 tentang kesetaraan gender di Afghanistan pada 

periode pasca perang 2021-2025. Setelah Taliban kembali berkuasa dan 

memberlakukan kebijakan yang represif terhadap perempuan, UN Women menjadi 

aktor utama yang berupaya mempertahankan ruang partisipasi, pemberdayaan, dan 

perlindungan bagi perempuan Afghanistan di tengah situasi yang sangat terbatas. 

Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan tiga pendekatan teori implementasi 

organisasi internasional Jutta Joachim, yaitu pendekatan normatif, manajerial, dan 

enforcement. 

Pertama, melalui pendekatan normatif, UN Women menggunakan otoritas 

dan legitimasi yang bersumber dari norma internasional seperti CEDAW dan SDGs 

poin ke-5 sebagai dasar advokasi hak perempuan. UN Women berhasil menjaga 

agar isu kesetaraan gender tetap menjadi perhatian global serta memperkuat 

organisasi perempuan lokal sebagai aktor penting dalam mendorong perlindungan 

hak-hak perempuan di Afghanistan. 

Kedua, melalui pendekatan manajerial, UN Women menjalankan program 

pemantauan (monitoring), Peningkatan kapasitas dan penyelesaian masalah 

(Capacity building and problem solving) Program-program seperti pelatihan 

kepemimpinan, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, bantuan kemanusiaan 

sensitif gender, pendampingan psikososial, serta dukungan ekonomi dan finansial 
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terbukti memberikan manfaat langsung bagi perempuan Afghanistan meskipun 

ruang gerak organisasi sangat terbatas akibat pembatasan Taliban. 

Ketiga, melalui pendekatan enforcement, UN Women menerapkan 

mekanisme naming and shaming melalui publikasi laporan resmi, siaran pers, dan 

pernyataan publik yang mengekspos kebijakan diskriminatif Taliban. Upaya ini 

penting untuk menekan komunitas internasional agar tidak melupakan kondisi 

perempuan Afghanistan serta menjaga tekanan diplomatik terhadap Taliban. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya UN Women 

dalam mendorong implementasi SDGs poin ke-5 di Afghanistan pada periode 

2021-2025 berjalan secara strategis, adaptif, dan berkesinambungan, meskipun 

tidak mampu mengubah kebijakan Taliban secara langsung. Meskipun menghadapi 

berbagai hambatan politik dan sosial di tingkat nasional, UN Women berhasil 

menjaga agar isu hak dan kesetaraan gender tetap menjadi agenda prioritas 

internasional serta memastikan perhatian global terhadap nasib perempuan 

Afghanistan tidak meredup. 

Tabel 4. Implementasi dan Hubungan antar Pendekatan UN Women dalam 

Mendorong SDGs Poin 5 di Afghanistan (2021-2025) 

Pendekatan Metode Implementasi Hubungan antar 

Pendekatan 

Normatif Otoritas 

dan 

Legitimasi 

• Menggunakan 

norma 

internasional yaitu 

CEDAW dan 

SDGs ke-5 sebagai 

dasar advokasi hak 

perempuan. 

• Membangun 

legitimasi dengan 

menerbitkan 

laporan resmi 

terkait 

• Memberikan 

legitimasi dan dasar 

hukum bagi 

pendekatan 

manajerial. 

• Menjadi landasan 

moral bagi naming 

and shaming dalam 

pendekatan 

enforcement. 
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Pendekatan Metode Implementasi Hubungan antar 

Pendekatan 

pelanggaran hak 

perempuan oleh 

Taliban. 

• Menjadi sumber 

data gender paling 

kredibel dalam 

forum PBB dan 

kemanusiaan. 

• Memfasilitasi 

organisasi 

perempuan lokal 

untuk 

mempertahankan 

suara perempuan 

di tingkat nasional 

dan global. 

Manajerial Monitoring Melakukan 

pemantauan 

(monitoring) terhadap 

kondisi perempuan 

serta dampak 

kebijakan Taliban 

melalui laporan 

“Gender Alert”.  

• Data monitoring 

memperkuat 

efektivitas 

enforcement. 

• Mengoperasionalkan 

nilai-nilai normatif ke 

dalam bukti 

lapangan. 

Capacity 

Building & 

Problem 

Solving 

• Memberikan 

pelatihan, 

pendampingan, 

dan penguatan 

kapasitas 

organisasi 

perempuan lokal. 

• Menyalurkan 

bantuan 

kemanusiaan 

sensitif gender, 

termasuk 

perlindungan 

GBV, dukungan 

psikososial, dan 

bantuan ekonomi. 

• Menjalankan 

program 

pemberdayaan 

• Menerapkan norma 

internasional melalui 

tindakan nyata. 

• Menyediakan dasar 

bukti yang digunakan 

untuk tekanan 

enforcement. 
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Pendekatan Metode Implementasi Hubungan antar 

Pendekatan 

perempuan seperti 

pelatihan 

kepemimpinan, 

keahlian usaha, 

dan kesehatan 

reproduksi. 

Enforcement Naming 

and 

Shaming 

• Mengkritik dan 

mengekspos 

kebijakan 

diskriminatif 

Taliban melalui 

laporan, siaran 

pers, dan 

konferensi 

internasional. 

• Mendesak 

komunitas global 

untuk 

mempertahankan 

tekanan 

diplomatik 

terhadap Taliban. 

• Menggunakan 

naming and 

shaming untuk 

meningkatkan 

kesadaran 

internasional 

tentang “gender 

apartheid” di 

Afghanistan. 

• Menguatkan kembali 

relevansi norma 

internasional 

(normatif). 

• Menekan komunitas 

global agar 

mendukung program 

manajerial. 

 

Ketiga pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja secara saling 

melengkapi. Pendekatan normatif menjadi dasar legitimasi bagi pendekatan 

manajerial dan enforcement. Pendekatan manajerial menyediakan data lapangan 

yang memperkuat efektivitas naming and shaming. Sementara pendekatan 

enforcement memastikan bahwa norma internasional tetap relevan dan menjadi 

rujukan dalam merespons krisis hak perempuan di Afghanistan. Dengan demikian, 
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strategi UN Women dapat dikatakan bersifat adaptif, strategis, dan 

berkesinambungan, meskipun tidak mampu mengubah kebijakan Taliban secara 

langsung. 

Melalui program kemanusiaan, advokasi kebijakan, dukungan terhadap 

organisasi perempuan lokal, serta tekanan internasional melalui laporan-laporan 

resmi, UN Women telah menjalankan mandatnya secara efektif sebagai organisasi 

internasional yang memperjuangkan kesetaraan gender. Walaupun perubahan 

struktural terhadap rezim Taliban masih terhambat oleh situasi politik yang represif, 

UN Women berhasil memastikan bahwa hak dan nasib perempuan Afghanistan 

tetap menjadi agenda prioritas internasional serta mencegah redupnya perhatian 

global terhadap kondisi mereka. 

4.2 Rekomendasi 

Dalam penelitian skripsi yang berjudul “Upaya UN Women dalam 

Implementasi Poin ke-5 SDGs Pasca Perang Afghanistan Tahun 2021-2025”, 

penulis menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan, baik dari sisi analisis 

maupun penulisan. Penelitian ini berfokus pada dampak dan respons UN Women 

selama periode 2021-2025, yang merupakan periode kritis transisi politik dan sosial 

di Afghanistan, serta upaya yang dilakukan UN Women untuk mendorong 

pencapaian SDGs Poin ke-5.  

Maka dari itu, penulis memberikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin membahas kondisi perempuan dan implementasi SDGs Poin ke-5 secara 

lebih mendalam. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus dengan 

memasukkan peran aktor lain, seperti organisasi non-pemerintah lokal maupun 

pemerintah sementara Taliban, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih 
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menyeluruh mengenai dinamika kebijakan dan implementasi program di 

Afghanistan. Selain itu, peneliti berikutnya dapat menambahkan data kuantitatif 

dan kualitatif, serta menganalisis efektivitas dan keberlanjutan program UN 

Women, untuk melihat dampak nyata terhadap perempuan dan organisasi lokal 

selama periode 2021-2025. 
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